KEPALA DESA BONGKOK
KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA BONGKOK
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA BONGKOK KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGKOK,

: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa

Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, maka
perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bongkok
Tahun Anggaran 2025;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 -Tahun 2014  tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahar} Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
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beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
Kebjjakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 20190 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman vang membahayakan Perekenomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016
tentang  Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Repubbk Indonesin Nomor 60623,

Peraturan  Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Penpelolnan Keunngan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repubhlc indonesin Nomor 6322}

Pernturan Presiden Republik Indonesin Nomor 104 Tahun
2021 tentung Hincun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Angpan 2022 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
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12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611});

18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor ~ 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1203);

19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
146 /PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);

22 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
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24 Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang
Penghasslan Bag: Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah  Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52);
scbagammana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupat
Tegal Nomsor §2 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bag
Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah HKabupaten
Tegal Tahun 2018 Nomor 8§,

25 Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang
Susunan Orgamisas: dan Tata Rega Pemenntah Desa
{Benta Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75),

26 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 23!;

27 Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Badan Permusvawaratan Desa (Berita Daerah Rabupaten
Tegal Tahun 2018 Nomor 24);

28 Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Benta
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80):

29 Peraturan Bupati Tegal Nomor | Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Desa, vang telah diubah dengan
Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1| Tahun
2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

30 Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita  Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23),

31 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita  Daerah
habupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);

32 Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bag:
Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Dena
(Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 7 1.

33 Peraturan Bupat Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Desa di Rabupaten Tegal Tahun
Angparan 2022 iBerita Daerah Kabupaten Tegal Tahun
2022 Nomor 78 ),

34 Peraturan Bupau Tegal Nomor 8! Tahun 2023 Irivlalg
Pedoman Pem ususan APBDesa Tahun 2024 {fterita Dacrah
Kabupaten Tegal Tahun 2023 Nomor Bi},

A5 Peraturan Bupat Tegal Nomor 82 Tahun 2022 iristang Tata
Cara Pengalokasian dan Pelalisanaan Serta frictapan
Lokam dan Alokast Dana Desa habipatenn Tegal Tahun
A024 (lierita Dactah Kabupatens Tegal Tahun 2023 Nomor
1y,

30 Pevaturan Bupats Tegal Nomor 83 Tabun 2023 tentang Tata
Cata Pengalobasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi
Serta Besasan Dana Denan habupaten Tegal Tahun 2024
(Herita Daerab habupaten Tegal Tahun 2023 Nomor 83j;
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37 Peraturan Desa Bongkok Nomor 01 Tahun 2017 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran
Desa Bongkok Tahun 2017 Nomor 03);

38 Peraturan Desa Bongkok Nomor 06 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDesa) Tahun 2019 - 2024 Desa Bongkok Kecamatan
Kramat Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Bongkok Tahun

. 2019 Nomor 06);

39 Peraturan Desa Nomor 03 tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Bongkok Tahun
2024 (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2024 Nomor 03);

40 Peraturan Desa Bongkok Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Bongkok
(Lembaran Desa Bongkok Tahun 2019 Nomor 01).

41 Peraturan Desa Bongkok Nomor 05 Tahun 2021 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa “SUMBER REJEK] ”

Desa Bongkok (Lembaran Desa Bongkok Tahun 2021
Nomor 05 ) '

MEMUTUSKAN; _

PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BONGKOK TAHUN ANGGARAN 2025

, Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
semula berjumlah Rp. 2.041.685.391,- (
satu juta enam ratus delapan puluh 1
puluh satu rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp.
12.237.965,- (Dua belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu
sembilan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.
2.053.923.356,- (Dua milyar lima puluh tiga juta sembilan

ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa -~

Tahun Anggaran 2025
Dua milyar empat puluh
ima tiga ratus sembilan

a. Semula Rp. 214.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 214.000.000,-
Jumlah PADesa setelah perubahan Rp. 0
1.2, Transfer ‘
a. Semula Rp. 1.826.685.391,-
b. Bertambah /(berkurang) Rp.1.827.685.391 -
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan Rp. 1.000.000,-
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula Rp. 1.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.237.965,-

Jumlah lain-lain pendapatan yang sah
setelah perubahan Rp. 11.237.965,-
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Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.053.923.356,-

2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula Rp. 826.063.750,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 822.063.750,-
Jumlah setelah perubahan (Rp. 4.000.000,-)
2.2, Bidang Pembangunan

a. Semula Rp. 1.093.269.000,-

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 826.063.750.-

Jumlah setelah perubahan (Rp. 188.762.035,-)
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula ' Rp. 44.500.000,-
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 44.500.000,-
Jumlah setelah perubahan  Rp. 0
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula Rp. 28.500.000,-
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 10.000.000,-
Jumlah setelah perubahan  Rp. 0

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula Rp. 79.100.000,-
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 79.100.000,-
Jumlah setelah perubahan = Rp. 0
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.860.170.715.,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 193.752.641,-

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula LB ~ Rp. 39.747.359,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 39.747.359,-
Jumlah setelah perubahan Rp. 0
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp. 10.000.000,-
b. Bertambah /(berkurang) Rp. 233.500.000,-
Jumlah setelah perubahan (Rp. 193.752.641,-)
Selisih Pembiayaan setelah perubahan  Rp. 0
~. Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBDesa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.



Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulaj berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa Bongkok.

Diundangkan di Bongkok
pada tanggal 05 Agustus 2025

DESA BONGKOK,

ADI MULYONY
BERITA DESA BONGKOK TAHUN 2025 NOMOR 03




